SIPIYAN SATU (SISTEM INFORMASI PELAY ANAN TERPADU SATU PINTU)
BKPSDM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.

Latar Belakang Masalah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Balangan suat ini tengah memperbaiki pelayanan Publik untuk menjadi lebih baik dan lehik
mudah dalam pelayanan. Pelayanan Publik sangat berpengaruh besar pada Tugas Pemerintah
vang semakin kompleks dan kritis pemikiran Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini semakin
meningkat tunwian kebutusan ASN. Tennya semakin besar pula pelayanan yvang harus
dilakukan oleh pemerintah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah menjadi fungsi dari berbagai
Faktor, salah satu faktomya adalah sumber dava manusia, vakni Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Birokrasi Negara dikatakan baikatau buruk sangat dipengaruhi dengan kualitas PNS dan
sebagai pegawai disektor publik vang dituntut agar dapat bekerja efektif, efesien, kualitas
dan kuantites pekerjaan yang baik. karena baiknya suatu pelayanan dapat meningkatkan
kuafitas Negara dan pelayanan yang baik dapat memuaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Dalam pelayanan 81 PIYAN SATLU ini prosedur pelayanan publik prinsipnyva adalah
pelayanan Terpadu Satu Pine yang mana memberikan pelayanan prima, pelayanan yang
sangal berkualitas, cepat mudah, inovatif dan berkualitas. Agar mempermudah Aparatur
Sipil Negara (ASN) dalam mengurus urusan kepegawaian. Tanpa harus berbelit-belit dari
ruangan keruangan vang memakan banvak waktu, Maka dengan pelavanan ST PTY AN SATU
dibrokrasi pelayanan Pemeriniah diharapkan mengurangi tata kerja menjadi satu meja

tersehut



Sesuni dengan standar pelayanan publik yang termaktub dalam Undang-undang No.
25 tahun 2009 tentang pelavanan publik tersebut. UU No. 25 Tahun tentang pelayanan
publik penting tentunya memuat sustu ketentuan kaidah atau asas vang wajib terpenubi
dalam pelavanan publik seperti kepentingan umum, kepastian hukum. kesamaan hak.
keseimbangan hak seta kewajiban, kepropesionalan, partisifatif, keterbukaan, akuntabilitas,
fasilitas dan tta carn memperlakukan kbususakan bagi kelompok retan, ketepatan wakty,
kecepatan, kemudahun serta keterjangkavanya.
Permasalahan
a. Permasalahan Makro
- Persoalsn dalam pengelolaan aparataur sipil negara di era global dan digilatizasi ini
yang ditandai dengan memanfaatkan serba elektronik baik di L/K pusst maupun
daerah, begitu puls instansi pusat hingea tingkat pedesaan, sangat dituntut adanya
pelayangan yang berkualitas tinggi. Bahksn menuju pelavanan Berkelss Dunia
{ World Class ASN) tahun 2024,
- Informasi pelayanan menjadi sesuatu hal vang wajib memenuhi standar tersebut,
karens ia menjadi faktor utama yang berknitan dengan management ASN itu sendiri,
b. Permasalahan Mikro
= ASN rerbiasa dengan pekerjaan rutinitas, sehingga terkesan menunggu arshan,
sehingga kreativitas kesulitas untuk berkembang.
- Kurangnya dukungan dan upaya dari pemerintah daerah mengoptimalkan sarana dan
prasarana seria perangkat kerja
- Kondisi lingkungan kerja vang kurang standar, serta perlunya mward bagi vang

memenithi kualifikasi standar



Strategi vang ditawarkan melalui Inovasi
Untuk  mengatasi permasalahan  diatas maka Badan Kepegawnian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan membentuk tim untuk sistem
Pelayanan Terpadu Sam Pintu (S1 PIYAN SATL) ini merupakan bentuk layanan yang
memadukan Pelayanan menjadi satu tempat, guna untuk mempercepat pelayanan sesuai
kebutuhan Pegawai dan sangat menghemat waktu sast memproses kebutuhan para pegawai
lainnya.
Landasan Hukum
2. Undang-undang NO. 25 tahun 2009 tentang Pelayvana Publik | pasal 4 ; Penyelenpearaan
pelayanan publik berasaskan:
|. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak
dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif. 7. Persamaan perlakuan/ tidak
diskriminatif. 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilites dan perlakuan khusus
bagi kelompok centan, 11. Ketepatan wakiu, dan 12. Kecepatan, kemudahan, dan
keterjangkauan.
b. Peraturan Pemerintah, pasal 3, Ruang lingkup Pelavanan Publik melipuri:
a  Pelayanan barang publik
b. Pelayanan jasa publik. dan
¢. Pelayanan administratif,
Pada bab [II, Sistem Palayanan Terpadu, pasal 12, dimanatkan “Sistem pelavanan
rerpadu diselenggarakan dengan wjuan™;
2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat

b. Mendekatkan pelayanan kepads masyarakat



¢,  Memperpendek proses pelayanan

d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transfaran, pasti, dan
terjangkau, dan

€. Memberikan akses yang lebih luas kepads masyarakat untuk memperoleh
pelavanan.

Pasal 13, menganatkan: “Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip™

&, Keterpaduan

b. Ekonomis

¢. Koordinasi

d. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang.

e. Akuntabilitas, dan

E Aksesibilitas

Dalem pasal 14, juga diamanstkan “Sistem pelayanan terpadu merupakan satu
kesatuan proses pengelolaan pelavanan terhadap beberapa jenis pelavanan vang
dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virual

sesuai dengan Standar Pelavanan®,

c. Peraturan Menteri PAN RB. pasal 1. ayat 3, mengamatkan: “Standar pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kategori vang meliputi™

b.

Data dan informasi

Konsultasi

Audiensi

sostalisasi kebijakan terkait pendayagunasn aparstur negara dan reformasi birokrasi

Penataan organisasi



E.

f. Penetapan kebutuhan calon ASN
g. Pengaduan pelayanan publik
h. Layanan perpustakasn
. Penetapan tunjangan kinerja instansi Pemerintah
1+ Penetapan kelas jabatan
k. Penetapan jabatan fungsional
l.  Penctapan hari dan jam kerja instansi Pemerintah
m. Penetapan pakaian dinas instansi Pemerintah
n. Petimbangan pembangunan dan pengembangsn aplikasi  khusus  sistem
pemerintahan berbasis elektronik
o. Penetapan tunjangan jebatan fungsional. dan
p. Penetapan hak Keusngan pimpinan/ anggota lembaga non struktural.
Isu Strategis
a.  |su Masional
= Pelayanan terpadu Birokrasi di Indonesia berhadapan dengan tantangan untuk segera
beradaptasi. sambil menata era digitalisasi yang berbasis serba elektronik untuk lebih
efektif can efisien.
- Pelayanan terpadu ASN berkelas dunin (World Class ASN) dipaksas untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance),
b. Isu Lokal
- Pelayanan terpadu Birokrasi pads instansi di daerah belum biss memenuhi standar

kompetensi, dan ini berdampak pada jumlah ASN yang berkompetetor terbatas,



F.

- Pelayanan terpadu informasi ASN masih kurang dimanfastkan untuk memunculkan

modivasi dan ide-ide baru yang berguna bagi kemajuan daerah.

Tahapan inovasi

Tahapan dari 51 PIYAN SATU Inovasi Balangan adalah;

Persiapan

Pembentukan Kelompok Kerja Inovasi SI PIVAN SATU Bandan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan.

Liji Coba 51 PIYAN SATU dilakssnakan dengan sampel BKPSDM Kabupaten
Balangan

Sosialisasi Inovasi ST PIYAN SATU

Tim S1 PIYAN SATU BKPSDM menyampaikan Surat ke SKPD lain tentang kegiatan
terschut

Penyusunan Jadwal kegiatan 51 PIYAN SATU terhadap SKPD-SKPD bersangkutan
Implementasi 81 PIYAN SATU dimulai setelsh kegiatan Sosialisasi

Evaluasi kegiatan 51 PIYAN SATU agar terus terjaga dan terus berkelanjutan.

G. Tujuan Inovasi

[nowvasi ini bertujuan;

I

]
-

Sebagai wadah koordinasi dan konsultasi inovasi daerah

- Wadah pembinaan inovasi terhadap Sistem Informasi Terpadu Satu Pintu (S PIYAN

SATU }di lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan
Meningkatnya Pelayanan Informasi terpadu | Pintu terhadap ASN se Kabupaten

Balangan



H. Cara kerja incvasi
Tahapan dalam Inovasi Sistem Informasi Terpadu Sato Pintu (51 PIYAN SATU } vaitu!

. Ujicoha SIPIYAN SATU di lingkup BKPPD/BKPSDM Kabupaten Balangan dilsksanakan pada
tanggal B-9 Apral 2021,

2. Sosialisasi 81 PIYAN SATU dengan menghadirkan Sekretaris selaku perwakilan Pejabat
Administrator dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dilaksanakan pada tanggal 3 Mei
2021 i Aula BEPPD

3. Implementisi 51 PIYAN SATU dengan melibatican Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
sehagai admin melakukan penginpusan data pegawai yeng telah dinilai lavak oleh Tim Internal
SKPD pada tangeal 24 Mei 2021,

4. Hasil Cetak Hasil Penilaian yang dilakukan oleh Kepala SKPD Bersama Tim Internal kemudian
dicetzk dan disampaikan kepada BKPSDM Balangan

5. Verifikasi oleh Tim Internel BEPSDM

Penctzpan Aparatur Sipil Negara Berprestasi/Berkinesja Terbaik melallui SK Bupati Balangnn.

7. Ceremaonial Pemberian Penghargaan vang disampaikan oleh Kepala Daerah.

=

I. Manfaat Inovas:
l. Terciptanya Pelavanan kemudahan memperoleh informasi S1 PIYAN SATU di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
2. Meningkatkan kinerja penyelenggarahan pemerintahan Kabupaten Balangan
J. Dampak
Berdasarkan hasil survey vang dilaksanaksn BKPSDM teluh terjadi peningkatan
realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 dari sebesar 84,45 menjadi
sebesar 90.01,
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